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ABSTRAK

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbgkaan dalam
masyarakat adalah poligami, karena mengundang pgadayang kontroversial.
Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidadtamerta dihapuskan.
Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligdimahyukan, Nabi lalu
melakukan perubahan yang radikal sesuai dengamjpktikandungan ayat.
Perubahan dasar yang dilakukan oleh Nabi berkaiggngah dua halpertama,
membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai emfedua, menetapkan syarat
yang ketat bagi poligami, yaitu harus berlaku adidukum perkawinan
sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang vieaka (UUP) No.1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakebolehan poligami,
walaupun terbatas hanya sampai empat orang igtteérituan itu tercantum dalam
Pasal 3-4 Undang-undang perkawinan dan Pasal 534%9B¢€berapa pandangan
mengatakan dalam Undang-undang perkawinan sendirengamdung
inkonsistensimisalnya di dalam Pasal 3 ayat (1), menegaskas @®nogami,
tetapi ayat berikutnya memberi kelonggaran kepadams untuk poligami
walaupun terbatas sampai empat orang istri.

Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan polighmsangat berat.
Sehingga menyebabkan orang mengambil jalan pintlskokan perkawinan
poligami dengan melanggar peraturan perundang-gasagang berlaku yakni
dengan memalsukan identitas. Undang-undang Perkaywmanjelaskan bahwa
perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak ticeknenuhi syarat-syarat
untuk melangsungkan perkawinan. Di Pengadilan Agatem&h ada kasus
pembatalan perkawinan poligami karena suami mematsuétentitas. Kajian
pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitasmddtasus poligami
merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Adapaokok masalah dari
penelitian ini nantinya adalddagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Perkara
Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitasnddasus Poligami Yang
Diajukan di Pengadilan Agama Sleman.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data hdaktode induktif.
Yaitu berawal dari data dan pengamatan terhadda@epembatalan perkawinan
poligami di Pengadilan Agama Sleman yang bersifaisks yang berakhir pada
suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asasn.umendekatan yang
digunakan adalah pendekatan sosio-yuridis dan ndyiyaitu pendekatan dengan
melihat persoalan yang dikaji apakah sesuai dengama dan kebutuhan
masyarakat yang didasarkan hukum Islam dan pergndgasangan di Indonesia.

Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Slemanydail@nyelesaikan
perkara pembatalan perkawinan poligami. Sebagiah s&suai dengan Undang-
undang serta hukum Islam, yang terbukti bahwa Ha&leh menggunakan dalil-
dalil nas dan kaidah-kaidah figh yaitu dengan memeriksaaaladasan yang
dipakai para Pemohon menyangkut syarat alternatifpuan syarat komulatif.
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Motto :

Jangan Kamnmu Berjalan Dengan Sombong

Di Muka Bumi.
Sesungguhnya Kamu Tak ‘kan Dapat
Menembus Bumi,

Tak Juga Mampu Setinggi Gunung.
Al-Ista’ [17]: 37
Kekayaan termahal adalah kecerdasan, kehanculsségradalah

kebodohan, keliaran paling liar adalah kesombongastasi yang

terbaik adalah kebaikan akhlak
Ali bin abi tahalib
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini berdasarkan surat
keputusan bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987Tanggal 22 Januari 1988
secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal.

‘ alif Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan
& ba’ b -
= ta’ t -
= sa s s (dengan titik di atas)
d jim j -
@ ha’ h h (dengan titik di bawah)
d kha’ kh -
. dal d -
3 zal z z (dengan titik di atas)
2 ra’ r -
5 zai z -
o sin s -
o syin Sy -
o sad $ s (dengan titik di bawah)
o2 dad d d (dengan titik di bawah)
& ta’ t t (dengan titik di bawah)
& za z z (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ) koma terbalik
d gain g -
. fa’ f -
a qaf q ,
4 kaf k ]
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J lam 1 -
¢ mim m -
c nun n -
3 wawu w -
o ha’ h -
apostrof (tetapi tidak
5 hamzah ¢ dilambangkan apabila
terletak di awal kata)
¢ ya’ y -

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal
atau monoftong dan rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya barupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- S Fathah a a
| Kasroh i i
e Dammah u u
Contoh:

IS kataba <4 - yazhabu

Jw - swila S - zukira
b. Vokal Rangkap.
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Senne. Fathah dan ya ai adani
Seennn Fathah dan wawu au adanu
Contoh

S kaifa Jsd  -haula
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3. Maddah.
Maddah atau Vokal panjang yang berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Huruf Latin  Nama
e Fathah dan alif a a dengan garis di atas
Atau alif Maksurah
S..en Kasrah dan ya 1 i dengan garis di atas
e Dammah dan wawu u u dengan garis di atas
Contoh:
J&  _qala J8  -qila
<) -rama Js&  -yaqulu

4. Ta' Marbutah.
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:
a. Ta’ Marbutah hidup

Ta’ Marbutah yang hidup atau yang mendapat haréhlh, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah (t).
b. Ta’ Marbutah mati

Ta’' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukaensliterasinya
adalah (h)

Contoh: 4all - Talhah
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutightdoleh kata yang

menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedaatkdaerpisah maka

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: 4iall &2 5 ) - raudah al jannah

5. Syaddah (Tasydid).
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tandas syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
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dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah
itu.
Contoh:

L,  -rabbana

= -nu’imma

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf « J!
”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh
huruf qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan tanda (-).
Contoh:

JaJl - al-Rajulu

sadl - al-Sayyidatu

7. Hamzah.
Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam

tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
(s  -syai’un < el - umirtu
¢l -an-Nau'u 0s3ali - ta’khuzana

8. Penulisan Kata atau Kalimat.
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

diragkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang
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dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan

perkata.

Contoh:

G N A sed A o) - Wa inna Allah lahuwa khairu al-Raziqin
Ol owall s JsU1 158 s - Fa ‘aufu al-Kaila wa al-Mizan

9. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
Jsm ) V) Yesa Ly - wama Muhammadun illa Rasul
o Bl i g o J5) 3 - inna awwala baitin wudi’a linnasi.
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KATA PENGANTAR

PEEN Y ENg | P JPeee
A o 2l Ay Laall sl e g 435 el el ) db 2eal
A ey tena Sle by Joa melll 4 sy laana ) 2305 00N
22 Ll ((pran) dsia

Puji syukur dengan tulus dipersembahkan ke hadirat Allah SWT. Dialah
Tuhan yang menurunkan agama melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasul
pilihan-Nya, Muhammad SAW. Melalui agama ini terbentang luas jalan lurus
yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan bahagia di dunia dan
akhirat.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk
menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena
keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga dalam skripsi ini masih
banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati,
penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang
dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan
berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terima
kasih banyak kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. dan Ibu Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si. serta
segenap Dosen Fakultas Syari’ah, semoga ilmu yang engkau berikan menjadi
ilmu yang bermanfaat dan maslahah.

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang telah bersedia
meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun hingga

selesainya skripsi ini.
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4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang senantiasa
memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun selama ini.

5. Pengadilan Agama Sleman yang telah memberikan ijin dan kesempatan
kepada peneliti sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

6. Bapak Suratman dan Ibu Turiyah, selaku kedua orang tua yang paling dicintai
yang telah banyak berjasa dalam doa dan pendidikan sampai saat ini dan juga
sumber segala motifasi.

7. Adik-adikku yang tercinta: Lakhmi Miftahul Hidayah, Saryatno, Fajar dan C-
Ayoe yang telah menjadi inspirasi dalam kehidupan.

8. Keluarga besar Ta’mir, TPA dan Jama’ah masjid Baiturrahman Gowok,
terima kasih do’a dan motivasinya.

9. Teman-teman seperjuangan, Jurusan AS.C, Angk.2004 yang penyusun
dambakan dalam suka dan duka.

Juga kepada mereka semua yang tidak bisa disebsditaspersatu, tidak
ada yang dapat penyusun haturkan kecuali do’a.tMuslah-mudahan bantuan
mereka mendapat balasan yang berlipat ganda dath Aang Pemberi Rahmat.
Amin.

Yogyakarta, 23 Rabi’'ul Awal 1429 H
31 Maret 2008 M

Penyusun

Tugimin
NIM. 05350123
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai agama yang membawa rfrshmatan il
‘alamin’ (rahmat bagi alam semesta) terutama dalam mekajudatanan
masyarakat ideal. Sebagai upaya ke arah tersedmkiawinan dianggap sebagai
dasar pembentuk dan pembangun sebuah masyarakat) slari sana akan
muncul generasi-generasi yang akan membangun daeras&an keturunan umat
manusia secara keseluruhan. Dalam syariat Islarkawéeran merupakan sarana
untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentramén manjaga kesucian diri
dari perbuatan keji, sebagaimana juga menjadi kesiitn, kebahagiaan hidup,
sarana membentengi diri agar tidak jatuh pada guk@nistaan, serta penyebab
perolehan keturunan yang salih yang akan mendasankgbahagiaan kehidupan
di dunia dan akhirét.

Ayat yang menjelaskan tentang perkawinan dalam ab@Quijumpai
tidak kurang dari 80 ayat, baik yang memakai ka@kah (berhimpun) maupun
menggunakan katzawaja(berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memhberika

tuntunan kepada manusia sebagaimana seharusnyalanemerkawinan agar

! Penggunaan kata “perkawinan” dalam penulisan sikripi, disamakan dengan
“pernikahan”. Penyamaan ini dimaksud untuk mempeahupenulisan, karena banyak referensi
yang menggunakan kedua kata tersebut dengan mghksgdsama. Abd. Rahman Ghazadigh
Munakahat,(ed.), cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2003), him. @a® INPRES No. 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam Bab Il Dasar-DasaikB&inan, Pasal 2.

2 Musfir az-ZahraniPoligami dari Berbagai Persepsiet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani
Press, 1996), him. 15.
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menjadi jembatan yang mengantarkan manusia (l&kgien perempuan) menuju

kehiduparsakinah(damai, tenang dan bahagia).
8350 aSin Jaa g el ) Sl L) g ) oSl (o oSI 818 () Al (e
¢ 05 R o A Y Gl a1 cas
Ayat di atas mengindikasikan bahwa tujuan utamagwrkan untuk
memperoleh kehidupan yang tena(gpkinah) cinta (mawaddah)dan kasih
sayang(rahmah)® serta diridhai oleh Allah SWT. Oleh sebab itulahaBlISWT

menyebutkan perkawinan sebagai perjanjian yang s&ngalagi kokoh. Hal ini

sebagaimana ditegaskan oleh firman Allah SWT :

oUade Wlid aSia A1y (ary ) aSiany ol 28545 02l (oS
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ParkawPasal

1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan latin @ntara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk metuk keluarga yang kekal

dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Mahd Esa&an lahir batin di sini

mengandung maksud bahwa perkawinan tidak terbatgs Ima@ncapai yang lahir

® Musdah Mulia,Pandangan Islam tentang Poliganset. ke-1 (Jakarta: Lembaga Kajian
Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan (SP), $keeFdundation, 1999), him. 1.

4 Al-Rum (30): 21

® Khoiruddin NasutionHukum Perkawinan |: Dilengkapi Perbandingan UU Nega
Muslim Kontempore¢Y ogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004), him. 38.

® Al-Nisa (4): 21

" Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkayviPasal 1.
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saja, tetapi yang dikehendaki oleh undang-undarigapeénan adalah kebahagiaan
material dan spiritual, jiwa dan raga serta keba@gdunia akhirat.

Untuk mencapai tujuan di atas salah satu komponeg panting yaitu
adanya persetujuan dan kejujuran di antara kedlsh ghak. Persetujuan dan
kejujuran tersebut mempunyai alasan yang kuat, nkardengan adanya
persetujuan dan kejujuran antara kedua belah fibekti telah tercipta landasan
yang kokoh dalam mengarungi bahtera rumah tanggae®juan dan kejujuran
dalam perkawinan hendaknya dilahirkan dalam bew#ug murni, artinya tekad
untuk melangsungkan perkawinan benar-benar keluarhdd sanubari mereka
masing-masing.

Apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untalamgsungkan
perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akeat pada peraturan hukum yang
berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaglama perkawinan itu
berlangsung maupun setelah perkawinan itu ptitus.

Persoalan pemalsuan identitas dalam pembahasarpsiskini
berhubungan dengan poligami. Undadtgdang Perkawinan, menjelaskan bahwa
perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tik@nenuhi syarat-syarat
untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini bulerarti dengan sendirinya
perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan terdsdaat, tetapi harus melalui
prosedur pengadilan dalam daerah hukum tempatwer&a itu dilangsungkan

atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami &ti. °

8 Soemijati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinagt.2
(Yogyakarta: Liberti, 1996), him. 10.

® Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawiasal 25.
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Kasus yang penyusun teliti ini bermula dengan aalg®ykawinan yang
telah dilakukan oleh seorang suami (Termohon l)gdanseorang perempuan
(Termohon 11). Perkawinan tersebut dilangsungkarpdaseizin istri pertama
(Pemohon) dan pengadilan, juga adanya kebohonganditakukan Termohon |
yang mengaku sebagai jejaka. Akhirnya Pemohon mekeyaj perkara
pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Slemarisdengan prosedur
yang berlaku, yang pada akhirnya setelah dipenyhrassyarat pengajuan
pembatalan perkawinan, pengadilan mengabulkan pemam Pemohon
sebagaian dan menolak untuk selain dan selebiheymat verstek dengan
diterbitkannya putusan perkara Nomor 28/Pdt.G/ZBAmn.

Tugas Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksandagadili
perkara yang diajukan kepadanya. Dalam pemeriksaatu perkara dibutuhkan
alat-alat bukti yang dijadikan bahan pertimbangéh diakim untuk memutus
suatu perkara serta dasar hukum yang dipakai oléhmHai Pengadilan Agama
dalam memutus perkara juga harus sesuai dengamdasgrundangan dan
hukum Islam.

Suatu perkara tidak dapat diselesaikan tanpa adalaabukti. Alat
bukti tersebut yang akan dijadikan bahan pertimaangleh hakim dalam
memutus suatu perkara. Alat bukti tersebut jugashaesuai dengan pembuktian
yang digunakan dalam hukum acara yang berlaku padzdilan di lingkungan
Pengadilan Agama, kecuali yang telah diatur sedamaus oleh undang-undang.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan suatu perkawsedelum akad

terjadi, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan tpa syarat dan rukun
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perkawinan, baik yang ditentukan oleh agama maupmdang-undang
perkawinan. Kalau ternyata syarat dan rukun perkanviersebut belum lengkap
atau diketahui ada penghalang perkawinan, mak&gaaan akad perkawinan
wajib dicegah. Bahkan apabila perkawinan terseludals terlaksana dapat
diajukan pembatalalf.

Mencermati peristiwa di atas, mendorong penyusuokumeneliti dan
mengkaji terhadap pertimbangan hakim dalam memptrkara pembatalan
perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasligapw dalam bentuk
skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karétemalsuan Identitas
Dalam Kasus Poligami; (Studi Putusan di PA Slemambi: 28/ Pdt.G/ 2006/

PA. Smn).

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkaelat di atas maka
pokok masalah yang diangkat dalam penelitian inialadd bagaimana

pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalarmutas perkara tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskasrtimbangan-
pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalammutes perkara
pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegan sebagai berikut:

12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawviasal 22.
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1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangaazadah
keilmuan hukum Islam, khususnya masalah perkawinan.

2. Memberikan masukan kepada pejabat yang berwenangmdal
mengawasi pelaksanaan perkawinan, terhadap kemungtenadinya

pemalsuan identitas dalam pencatatan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Hukum Islam di samping mengenal adanya perkawinamg ydapat
dibatalkan, ada pula perkawinan yang dapat difasid€aiatu perkawinan yang
seluruhnya sesuai dengan ketentuan hukum syaréhadah, akan tetapi suatu
perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan syaragkin batal atau fasid.
Dalam membedakan antara batal dan fasid ada yahigatnga dari segi rukun
atau syarat perkawinan. Perkawinan itu menjadi bapabila perlangsungan
perkawinan itu tidak memenuhi (kurang) rukun-rukumngedangkan perkawinan
itu fasid apabila perlangsungan perkawinan itu tidaemenuhi syarat-
syaratnya?

Namun untuk mendukung penelaahan yang komprehepsifiyusun
mencoba tetap menelusuri terhadap hasil peneliemy memiliki relevansi
dengan topik yang akan dikaji berupa skripsi day&é@miah, di antaranya yaitu;

Pertama, skripsi Ahmad Azmi berjudul * Pembatalark&®ginan Karena
Adanya Wali yang Lebih Berhak (Studi Putusan di daeilan Agama

Banjarnegara)” dalam skripsi ini membahas mengebagaimana proses

11 M. Jamil Latief, Aneka Hukum Perceraian Indonesicet. ke-2 (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1985), him. 107. dan Abdul ManAnegka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia
cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), him. 43.
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pengambilan keputusan perkara pembatalan perkawieanbatalan perkawinan
tersebut dikarenakan pihak mempelai wanita melakuserkawinan dengan
menggunakan wali yang jauh (paman) pada hal ia raey#p wali yang dekat
(kakak kandung)*?

Kedua, skripsi Ahlan Suhefi berjudul “PembatalamkBeinan Poligami
dengan Alasan Adanya Penggunaan Akte Cerai PalsuSoi@mi (Studi Analisis
terhadap Putusan Pengadilan Agama  Purwokerto, Perka¥a.
338/pdt.G/1997/P.A. PWT)” Skripsi ini menitikberatkapada pembahasan
mengenai perkawinan poligami, yaitu pihak suamiakgkan perkawinan baru
dengan menggunakan akte cerai palsu supaya perkawmaerlaksana. Adapun
pokok masalah yang dipertanyakan dalam skripsi adalah, bagaimana
pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan bsm dan akibat hukum
yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkavtiaebut™

Ketiga, skripsi Sofyan Zefri berjudul “PemalsuandJdalam Perkawinan
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember tentang odRermman Pembatalan
Perkawinan Tahun 2004)”. Pembahasan skripsi ini tikberatkan pada
pembahasan masalah batasan usia dalam perkawinapurAg@kok masalah
yang dipertanyakan; kenapa pemalsuan usia tergaimdperkawinan, bagaimana

pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim datemkara pemalsuan usia

2 Ahmad Azmi, “Pembatalan Perkawinan karena Adangdi Wang Lebih Berhak (Studi
Putusan Pengadilan Agama Banjarnegasipsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Institut
Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

13 Ahlan Suhefi, “Pembatalan Perkawinan Poligami @@nglasan Adanya Penggunaan
Akte Cerai Palsu oleh Suami (Studi Putusan Pergadibgama Purwokerto, Perkara
N0.338/pdt.G/1997/P.A PWT) Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Institut Aga Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
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dan sejauh mana pemalsuan usia menjadi alasan dalai@i pembatalan
perkawinan*

Keempat, skripsi Siti Uswatun Khasanah berjudul “Batalan
Perkawinan karena Wali Tidak Sah (Studi Putusan engBdilan Agama
Klaten)”. Pembahasan dalam skripsi ini adalah onganigg menjadi wali dalam
perkawinan adalah orang tua anglssidangkan orang tua angkat tidak termasuk
orang yang berhak untuk menjadi wali nikah, karersmg tua angkat derajatnya
sama dengan orang lain.

Kelima, skripsi Rohayatun berjudul “Pembatalan Betikan karena Tidak
Ada Persetujuan dari Wali Nasab (Studi Putusan R#EagaAgama Cilacap
Perkara Nomor 348/Pdt.G/2004/PA.Clp.)". Dalam skripsi membahas
mengenai perkawinan yang dilakukan dengan mengguana&h hakim pada hal
wali nasab masih ada. Pokok masalahnya bagaimamabuggan dan
pertimbangan apa saja yang digunakan oleh hakirmandahemutus perkara
pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cild€ap.

Sejauh telaah yang penyusun lakukan atas berbagga kulis, penyusun
belum menemukan kajian-kajian serupa yang terfalargyan pembahasan yang

penyusun lakukan.

4 Sofyan Zefri, “Pemalsuan Usia dalam PerkawinandiSPutusan Pengadilan Agama
Jember tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan 2004),” skripsi tidak diterbitkan,
Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri SuKalijaga Yogyakarta, 2006.

!5 Siti Uswatun Khasanah, “Pembatalan Perkawinarr@rWali Tidak Sah (Studi
Putusan Pengadilan Agama Klatergkripsitidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Institut Aga
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

6 Rohayatun, “Pembatalan Perkawinan karena Tidak Pefsetujuan dari Wali Nasab

(Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap, Perkanadld348/Pdt.G/2004/PA.Clp.skripsi
tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Universitedam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
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E. Kerangka Teoretik

Perkawianan adalah sebuah lembaga sosial. Artinykaweran antara
seorang pria dan wanita mempunyai dampak tertentamdakehidupan
bermasyarakat. Di samping itu, masyarakat (negaga) mengeluarkan peraturan
yang menyangkut masalah keluarga. Keluarga hidtgndiah masyarakat.

Islam mengatur segala aspek kehidupan manusiahbdingan manusia
dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengamasessrta manusia
dengan dirinya.

Al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber asasi menaggtias hukum.
Namun demikian tidak semuanya diterangkan secairacitetetapi kadang kala
diatur secara global yang untuk memahaminya digariwcara atau alat untuk
memahami dan menetapkan hukumnya.

Hukum keluarga dalam Islam diatur dengan tujuan kumhenciptakan
masyarakat yang harmonis. Pembolehan poligami dikas pada realitas dalam
masyarakat bahwa populasi wanita lebih banyak dibgkdn pria. Jika dalam
keadaan demikian tidak dibolehkan adanya poliganaika akan menimbulkan
dampak yang negatif bagi wanita karena tidak meridapapasangan hidup.
Selain fakta di atas, poligami dibolehkan dalamdeea tertentu misalnya; istri
tidak dapat melahirkan keturunan, istri memilikingakit yang tidak dapat
disembuhkan sehingga tidak mampu menjalankan kieavajya sebagai istri. Hal
ini juga harus disertai dengan syarat suami mangrbuat adil serta mampu

memberi nafkah untuk istri-istri dan anak-anakr§@cara sosio-kultural keluarga

17 Johan Suban Tukometode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluaogd, ke-2
(Jakarta: Erlangga, 1994), him. 30.
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yang dibina dengan perkawinan, jauh lebih tinggiudukannya dari sekadar
memenuhi kebutuhan fisik atau biologis senfata.

Perkawinan poligami hanya dibolehkan dalam keadegraksa, artinya
jika tidak ada alternatif lain selain dari poliganiiilarangnya poligami adalah
dalam keadaan normal atau tidak ada alasan lam iyeamenuhi syarat poligami.
Dengan demikian logikanya jika ada seorang suamgyaenikah lagi, apalagi
dengan jalan memalsukan identitas, itu berarti htetaclakukan cara yang
menyalahi ketentuan hukum yang ada dan dapat memlipaia akibat dapat
dibatalkannya perkawinan yang baru itu. Perkawinangyseperti itu jelas
membawa mudarat karena didasarkan pada penipuargafdememalsukan
identitas) dengan maksud bisa kawin lagi secara $&iperlukan suatu
kebohongan yang lebih besar untuk menutupi kebaroteysebut. Hukum Islam
tidak menghendaki kemadaratan dan kemadaratan lindangkan. Hal ini

sesuai dengan kaidah fighiyyah
19d\)..3 ))Aj\

Dalam masalah pembatalan perkawinan ini didasarkda kemaslahatan,
walaupun ada yang dirugikan yaitu salah satu pijakg perkawinannya
dibatalkan. Prinsip hukum Islam dalam hal ini aatketentuan yang mencegah
atau menghilangkan kemadaratan lebih didahulukampatiea menghasilkan

kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fighiyyah

'8 saidus Syahat)ndang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaar(Bjtnjau
dari Segi Hukum Islamget. ke-1 (Bandung: Alumni, 1981), him. 10.

19 Asymuni A. Rahman, Metode Penetapan Hukum Islacet. ke-1 (Jakarta: Bulan
Bintang, 1986), him. 3.
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20 mlladl il e adie auldall ¢

Dengan demikian akan timbul duaafsadatyang saling bertentangan
antara membolehkan poligami yang tidak sah dengambuatalkan perkawinan
tersebut, untuk itu harus dicermati antara dcuwafsadatitu yang lebih ringan
mudaratnya. Dalam hal ini tentulah dipilih yang kehiingan mudaratnya.

Sebagaimana kaidah fighiyyah
2 Lagda) SS )l | ) uia Lagalae | oo ) linuda (i jlai 1)

Mengacu pada kaidah di atas, maka membolehkangpooligang tidak sah
lebih berat madaratnya bila dibandingkan dengan Iagatkan perkawinan
tersebut. Dalam hal ini pihak yang merasa ditipuaseitidak memperoleh hak-
haknya seperti yang telah ditentukan oleh syarebdéinnya tertekan karena telah
dikhianati.

Unsur kemaslahatan umat merupakan tujuan utamaadlkagnya hukum,
sebagai jaminan masyarakat secara adil dan memk@t@ntraman secara
menyeluruh. Menurut Abdul Wahab Khallaf, bahwa maeiaada dua macam,
pertama kemaslahatan yang jelas-jelas ditunjukkeh nasdan dapat disebut
maslahatal-mu’tabarah dan kedua yaitu maslahat yang tidak didasarkata pa

petunjuk nas secara langsung dan tidak pula melarangnya tetigsar

20 Asymuni A RahmanQa’idah-ga’idah Figih (Qawa'idul Fighiyah)cet ke-1 (Jakarta:
Bulan Bintang, 1976), him. 29.

21 bid., him. 30.
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kemaslahatan adalah kepentingan umum untuk kenatstah Maka yang
demikian disebut denganaslahat al-mursalaii®
Menurut Yusdani, dalam bukunya yang membahas tgntseori
Najamuddin at-Tufi tentang kepentingan umum, meakat bahwa:
“setiap hukum yang kita putuskan terkadang mengamdiepentingan
umum secara penuh atau mengandung mafsadat segcara pula, atau
mengandung kedua-duanya. Jika kepentingan umumagahdnya satu
kemungkinan kepentingan umum, boleh diamalkan. J&pentingan
umum tersebut banyak dan lebih dari satu ataukégeentingan umum,
dan bisa dikompromikan, lakukanlah mana yang bisaakan. Dan jika
dapat mengamalkan hanya dengan satu kepentingamn usaja dan
kepentingan umum tersebut berbeda-beda tingkat nkiegannya
dahulukan yang lebih penting. Jika kekuatannya sadibolehkan
memilih salah satu diantara kepentingan umum tetset
Para ahli hukum berpendapat bahwa tipe perkawinamyahadapat
dinyatakarnvernietigbaar(dapat dibatalkan), artinya bahwa perkawinan itoyha
dapat dinyatakan batal sesudah keputusan haksndatar-dasar yang diajukan
oleh penuntut yang ditunjuk untuk undang-undéhg.
Putusan pengadilan merupakan putusan tahap ald@kah perkawinan
tersebut dibatalkan atau tetap disahkan, tentunyelalon pertimbangan

kemaslahatan yang dilakukan oleh hakim. Untuk itugan hakim yang baik

tentunya akan memenuhi 3 (tiga) unsur/ aspek gplsabecara berimbang. Yaitu

22 Abdul Wahab Khallaf,Ilm Usu/ al-Figh, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), him. 84-85.

2 yusdani,Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukajian Konsep
Hukum Islam Najamuddin At-Tufiet. ke-1 (Yogyakarta: Ull Press, 2000), him. 63.

24 Komariah,Hukum Perdatacet. ke-4 (Malang: UMM Press, 2005), him. 49.
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memberikan: kepastian hukum, rasa keadilan dan aatifagi para pihak dan
masyarakat>

Dalam peraturan perundang-undangan, pembatalan wiagta karena
adanya penipuan, dalam hal ini memalsukan identhasya dibahas sebagai
dasar hukum. Hal ini dapat diambil suatu pengedijaabila ada suatu perkawinan
tanpa adanya suatu persetujuan dari pihak suamiistiexi yang masih dalam
ikatan perkawinan yang sah dengan yang bersangkotaka perkawinan itu
dapat dibatalkan.

Berdasarkan teori di atas, maka penyusun berusakaganalisis
permasalahan-permasalahan yang ada pada perkarbatpan perkawinan

karena adanya penipuan dengan kasus yang spestfikigemalsukan identitas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang diguamakorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan. Cara tersebut digimakatelah peneliti
memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuiinasi penelitiarf®

Adapun metode yang penyusun pergunakan dalam pesarabkRripsi ini
adalah:
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapang@eld research)

yaitu penelitian dengan mengambil data secara Usmggsdari tempat

% A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agantef. ke-1
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), him. 35.

26 winarno SurakhmadPengantar Penelitian limiah 9 Dasar Metode Tehoek, ke-1
(Bandung: Tarsito, 1990), him. 191.
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terjadinya kasus permohonan pembatalan perkawinangash alasan
pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Sleman.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalahdeskriptif analiti$’, yaitu penyusun
mendekripsikan secara sistematis, faktual dan akierhadap kasus dan
fenomena yang berkaitan dengan alasan penyebatukfilanya pemalsuan
identitas dalam perkawinan, pada putusan pemohmba@lan perkawinan
yang ditetapkan Pengadilan Agama Sleman. Setelals katsu fenomena
tersebut dideskripsikan, kemudian dianalisis set¢apat terhadap hal-hal
yang terkait sebagaimana dalam pokok masalah.
3. Metode Pengumpulan Data
a. WawancardInterview)

Dalam memperoleh data, penyusun mengadakan wawaterzgan
hakim di Pengadilan Agama Sleman, khususnya Majgi&im yang
memutus perkara permohonan pembatalan perkawinaab ggmalsuan
identitas.

b. Dokumentasi

Yaitu dalam memperoleh data, cara yang dilakukatafddengan
menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkdsa@epembatalan
perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Slemam lderatur lain

yang memiliki relevansi dengan pembahasan ini.

2" Deskriptif analisisyaitu suatu penelitian yang meliputi proses penmulan data,
penyusunan dan penjelasan data. Data yang terkikapuldian dianalisis dan diinterpretasi.
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4. Sumber Data
Sumber data yang dimaksud adalah dari mana datebtér dapat
diperoleh?® Adapun sumber data yang digunakan penyusun dalaeditin
ini adalah:
a. Data Primer
1) Data yang diperoleh dari hasil wawancara denggeligladakim pada
perkara permohonan pembatalan perkawinan dengangsasnalsuan
identitas di Pengadilan Agama Sleman.
2) Data yang diperoleh dari dokumen putusan Pengadifmma Sleman
Nomor Perkara 28/Pdt.G/2006/PA.Smn. Tentang pernmashon
pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuantadenti
b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan beruga-buku, kitab,
jurnal karya ilmiah dan sumber data-sumber laingyarenunjang penelitian
ini.

5. Pendekatan Penelitian

a. Sosio-Yuridis

Yaitu pendekatan masalah dengan mengetahui kosoksd-kultural
masyarakat dalam menerapkan aturan perundang-umdarang berlaku di
Indonesia, yang mencakup masalah perkawinan padenoga dan alasan

pembatalan perkawinan pada khususnya, untuk memettari sekaligus

2 gyharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktekt. ke-11
(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), him. 114.
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mengkritisi putusan hakim tentang pembatalan perawsebab pemalsuan
identitas.
b. Normatif

Pendekatan masalah dengan tolak ukur norma-normaagnelalui
penelusuran teks-teks al-Qur’an, hadis, kaidahataidsuliyah dan pendapat
para ulama yang ada kaitannya dengan permasalahgrditeliti.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk membenitarpretasi
terhadap data yang telah disusun. Analisis datkuklan secar&ualitatif,
artinya analisis data ditujukan terhadap data yaiigtnya berdasarkan
kualitas, mutu dan sifat yang nyata yang berlako @#jadi di masyarakat,
dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifaiafakau gejala yang benar-
benar berlak@’

Dari data yang penyusun peroleh dengan metode tifidk&mudian
digeneralisasikan serta dianalisis dengan pendekatamatif dan sosio-
yuridis berdasarkan kerangka teoretik yang penyusamgun. Analisis ini
dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan khusus apngoemalsuan
identitas terjadi dalam perkawinan, bagaimana tgreyganajelis hakim dalam
menilai dan memutus perkara tersebut dan sampailsenpana pemalsuan

identitas menjadi alasan dalam materi pembatald@mpénan.

29 Hilman HadikusumaMetode Pembuatan Kertas atau Skripsi llmu Huk(Bandung:
Madar Maju, 1995), him. 99.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan proposal skripsi ini dibdglam lima bab.
Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub balgyatetujuan agar pembahasan
skripsi ini tersusun dengan sistematis. Adapunrastika penyusunannya sebagai
berikut:

Bab pertama: pendahuluan, yang terdiri dari tujub bahasan. Yaitu:
pertama, latar belakang masalah, yang memuat addasan pemunculan masalah
yang diteliti. Kedua, pokok masalah, yang merupaganegasan terhadap apa
yang terkandung dalam latar belakang masalah. &etiguan dan kegunaan,
yakni tujuan yang akan dicapai dalam penelitian sedangkan kegunaan di sini
adalah manfaat yang diharapkan dapat dicapai dakmelitian ini. Keempat,
telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap litesagtng telah ada sebelumnya
dan ada kaitannya dengan objek penelitian ini. rf&)i kerangka teoretik,
menyangkut pola pikir atau kerangka berfikir yankara digunakan dalam
pemecahan masalah. Keenam, metode penelitian bgrepglasan langkah-
langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dengamalisis data.
Ketujuh, sistematika pembahasan, yang merupakair dkn bab ini sebagai
upaya untuk mensistematiskan penyusunan.

Bab kedua, agar pembahasan tentang pembatalanwp@akadengan
alasan pemalsuan identitas lebih terarah, secaskripigf lebih dahulu
dibicarakan mengenai tujuan umum tentang pembatplrkawinan dan

pemalsuan identitas. Dalam bab ini dibahas pengep#anbatalan perkawinan,
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pemalsuan identitas, ketentuan hukum dan penasuktiukum terhadap
pemalsuan identitas.

Bab ketiga, karena lahan penelitian ini adalah atemt pembatalan
perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas pdnanbaijelaskan, duduk
perkara Nomor: 28/ Pdt.G/ 2006/ PA. Smn, pertimbampatimbangan hukum
yang dikemukakan oleh hakim, putusan Pengadilan Ag8leman atas perkara
Nomor: 28/ Pdt.G/ 2006/ PA. Smn.

Bab empat, untuk mengetahui apakah putusan perkarabatalan
perkawinan sebab pemalsuan identitas telah sesngad&etentuan hukum yang
berlaku atau belum, maka diperlukan adanya angiisig mencakup pada; alasan
pemohon mengajukan pembatalan perkawinan, pembukigan alasan yang
diajukan, pertimbangan hukum majelis hakim dan akibukum yang timbul
dengan adanya pembatalan perkawinan.

Pada bab akhir yaitu penutup yang berisi kesimpytrg merupakan
jawaban dari pokok masalah yang dikaji dalam peaelini. Sebagai akhir dari

bab ini adalah saran-saran.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan serta menganalisis bgtalan
perkawinan karena pemalsuan identitas melalui skiips maka penyusun
menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digumakaeh hakim dalam
masalah ini didasarkan pada kemaslahatan dan agamggaratan perkawinan
yang tidak terpenuhi dan melanggar hukum atau ypematperundang-undangan.
Sedangkan landasan hukum yang digunakan oleh had@ah PP No. 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 teR®ari@winan, UU No. 7
Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradileem#eg dan Inpres No. 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sertaatufjujjah syari'ah yang
terdapat pada al-Quran, al-Hadis, serta pendapa& pagaha yang ada
relevansinya dengan perkara tersebut. Putusan #itamgAgama Sleman perkara
Nomor 28/Pdt.G/2006/PA.Smn. sudah sesuai dengan upammatperundang-
undangan yang berlaku, akan tetapi kurang tepankapermohonan Pemohon
untuk membatalkan perkawinan antara Termohon | defdgamohon Il patut
untuk dikabulkan. Dalil-dalil yang diajukan olehrRehon dalam permohonannya
dianggap benar dan terbukti serta para Termohacak tdapat membuktikan

sebaliknya.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 72



B. Saran-saran

1. Kepada para pihak yang akan menikah lagi (poligawajib mengajukan
izin poligami ke Pengadilan Agama agar di kemudian perkawinan
yang baru tersebut tidak dibatalkan dan agar penkaw tersebut
mempunyai kekuatan hukum.

2. Kepada petugas KUA hendaknya meneliti dengan cetenlebih dahulu
persyaratan perkawinan yang diajukan oleh orang yemdak menikah,
jika dirasa meragukan kalau perlu petugas KUA melaku#arifikasi dan
konfirmasi terlebih dahulu agar diperoleh faktatéeang sebenarnya.

3. Kepada hakim sebagai penegak hukum dan keadilashakieya menggali
dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam yaeskat sehingga
putusannya sesuai dengan rasa keadilan bangsalgan Indonesia.

4. Dapat pula dijadikan sebagai bahan masukan bagik p#parat yang
terkait dengan masalah kemasyarakatan, agar seed@la mengadakan
penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah ped@widan
melakukan sosialisasi undang-undang perkawinan supagsyarakat
dalam melangsungkan perkawinan tidak melanggar yaraperundang-

undangan yang ada.
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TERJEMAHAN Lampiaran |

Halaman

Terjemahan

2

10

11

11

20

31

35

50

51

19

20

21

27

32

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendi

supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepac
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan say
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-b
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, pad
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan
lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrjnmelah
mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Kemadaratan harus dihilangkan.

Menolak kerusakan didahulukan daripada men
kemaslahatan.

Apabila bertentangan dua mafsadat, dicermati diarttaa
mafsadat itu mana yang lebih berat dan mana yebilg
ringan, maka dipilih yang lebih ringan mafsadatnya.

Akad yang memberikan faedah kepemilikan sesuatu
menyenangkan dengan sesuatu.

Akad yang mengandung pemilikamati® (bersetubuh
dengan lafadnikah atau fazwij atau yang semakn
dengannya.

Akad yang semata-mata untuk bersenang-senang d
kenikmatan perempuan.

Akad yang diucapkan dengan lafawkah atau zazwi/
untuk memperoleh manfaat bersenang-senang.

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan ur
(menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Bukti diminta dari Penggugat dan sumpah dikenakas
pihak yang menolak.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana k
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) g3
kamu senangi: dua, tiga atau empat.

Dia

lanya,
ang.
enar

ahal
yang

arik

yang

a

engan

ntuk

a

adil
amu
AN

Kemadaratan harus dihilangkan.
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52

52

58

61

10

13

Menolak kerusakan didahulukan daripada men
kemaslahatan.

Apabila bertentangan dua mafsadat, dicermati diarttaa
mafsadat itu mana yang lebih berat dan mana yebilg
ringan, maka dipilih yang lebih ringan mafsadatnya.

Dan saksikanlah dengan dua orang saksi dari oraargg
lelaki (diantaramu).

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orangyy
benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena 4
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak kkum
kerabatmu.

arik

an
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DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA Lampiaran IV

1. Dalam penjelasan Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 dijelasledawa apabila
suatu perkawinan tidak bertentangan dengan hukumagaaka perkawinan
itu dianggap sah. Bagaimana hakim mensikapi haébert, kaitannya dengan
perkara pembatalan perkawinan?

Indonesia adalah negara hukum oleh karena itu ketambalikan kepada
Undang-Undang bahwa perkawinan bila tidak memenulaihsahtu syarat
perkawinan maka perkawinan itu batal., itu sudah atkrgturan baku. Jadi
buat apa dibuat Undang-Undang kalau tidak dipatuhidilaksanakan. Selain
itu dasar hukum pembatalan perkawinan merujuk padagasi Hukum

Islam.

2. Dalam hukum lIslam, ada perbedaan antara perkawirany Yasid dan
perkawinan yang batal. Kemudian bagaimana Pengadigema/ hakim
dalam menggunakan istilah tersebut?

Pegadilan Agama menggunakan istiladtal, itu merujuk kepada Undang-
Undang alasannya adalah agar ada kesatuan istdddaséd hukum di
lingkungan para hakim. Apabila para hakim tidak kelsatuan bahasa, maka
akan timbul kekacauan dalam merumuskan istilalelertsyang pada akhirnya
akan menghambat pemeriksaan perkara.

3. Dalam perkara pembatalan perkawinan ini ada ursnippan dan pemalsuan
identitas. Bagaimana hakim membuktikannya?

Pembuktiannya dengan alat bukti tertulis yang antain berupa foto copy
Kartu Tanda Penduduk, surat nikah, juga pembuldemgan mendatangkan
saksi dan pengakuan para pihak.

4. Dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, ap#iedim hanya
berdasar pada peraturan perundang-undangan yarsgjad#au merujuk pada
sumber lain?

Selain mendasarkan kepada peraturan perundanggararnakim juga
merujuk pada kitab-kitab figh yang ada dan yuridpnsi.

5. Pertimbangan hukum apa saja yang dipakai oleh halalam memutus
perkara pembatalan perkawinan?
Disamping adanya tindakan pemalsuan identitas jiganohon | ketika
menikah lagi tidak mengajukan ijin poligami kepd&ngadilan Agama.

6. Pemalsuan identitas, apakah dapat dikenakan angaidema?
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Pemalsuan identitas dapat dikenakan ancaman pidapiamasalah pidana
bukan wewenang Pengadilan Agama tetapi wewenang @imrgdNegeri.
Masalah pengaduan kepenyidik itu bukan urusan PiagaAgama tetapi itu
urusan para pihak yang dirugikan dalam masalaklats Pengadilan Agama
hanya memeriksa dan memutus perkara perdatany&agpeannya). Jadi
masalah pidana dilimpahkan ke Pengadilan Negeru yd#éngan memberi
pengaduan ke penyidik/polisi oleh pihak yang medasayikan.

7. Denda yang dikenakan pada pelanggar undang-undam@vinan seperti
disebutkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 heetyesar Rp. 7.500,-.
(tujuh ribu lima ratus rupiah) Apakah masih reled@mgan keadaan sekarang
ini?

Seharusnya ketentuan mengenai denda itu dibacar&sekkurangnya” dan
denda tersebut bukan harga mati.

8. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempuakylaat hukum,
maka dengan adanya pembatalan perkawinan ini temtjuga membawa
akibat hukum, lalu bagaimana penjelasan masal&h ini

- Hubungan suami isteri menjadi putus, putusnya hagyaentara kalau
syarat yang tidak dipenuhi sudah memenuhi syarateka dapat menikah
lagi.

- Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalketap menjadi
anak yang sah dari kedua orang tuanya yang perkamyaadibatalkan.

- Harta bersama (gono-gini) dibagi rata antara suastéri yang
perkawinannya dibatalkan tersebut.

Akibat hukum ini tidak dicantumkan atau disebutlidalam putusan dengan

alasan bahwa para pihak sudah dianggap mengetfitie).(

9. Faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorangmateekan identitas
untuk melangsungkan perkawinan?

Mungkin karena pengetahuan yang kurang dalam ntasalkum atau
mungkin kesadaran hukum yang kurang ditambah |agigan prosedur/
syarat perkawinan yang rumit dan memerlukan waktlgylama sehingga
membuat orang melakukan jalan pintas dengan medakuiindakan
memalsukan keadaan/ identitasnya agar ia dapatkatetagi dengan orang
lain tanpa mengikuti peraturan yang ada.

Tindakan seperti itu (memalsukan identitas) dapaitdkan sebagai tindakan
penyelundupan hukum artinya seseorang yang menaaissiatu tindakan
atau perbuatan dengan maksud untuk menghindaaralwkum yang berlaku
atau untuk mengharapkan akibat hukum yang diingintari perbuatannya
tersebut.
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10.Apakah dalam hukum Islam ada aturan tentang hukutedradap pelaku
pemalsuan identitas?

Dalam hukum Islam pemalsuan identitas digolongkaataghukum ta’zir yang
ukuran hukumannya diserahkan kepada penilaian hakim

11. Apa maksud kataikahnya saldalam putusan?

Perkawinan yang dilakukan para pihak yang diajukambatalan ke
Pengadilan adalah sah menurut hukum agama.
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CURRICULUM VITAE

Identitas Diri
Nama : TUGIMIN
Tempat/ Tgl Lahir : Kebumen, 19 Oktober 1985
Agama > Islam

Alamat Yogyakarta : Masjid Baiturrahman Perum POLRI Glk\B-49
Sleman, Yogyakarta 55281
Alamat Asal : Dk. Gunung Duwur RT 04/ RW 03 Kalibangian
Kec. Ayah, Kebumen
Orang Tua/ Wali

Nama Ayah : Suratman
Nama lbu : Turiyah
Alamat : Dk. Gunung Duwur RT 04/ RW 03 Kalibangkang,

Kec. Ayah, Kebumen
Riwayat Pendidikan
1.RA Nurul Awalin Kalibangkang
2.MI Sultan Agung Kalibangkang, lulus tahun 1998
3.MTs Sultan Agung Kalibangkang, lulus tahun 2001
4 MAN Kebumen 1, lulus tahun 2004
5.Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakartasok tahun 2004

Pengalaman Organisasi
1. Staf pengajar PPK Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaggyakarta
(2006-2007)
2. Dep. Keagamaan IPM Kab. Kebumen (2003-2004)
3. Direktur TPA Baiturrahman Perum POLRI Gowok (2005-2007)
4. Sekretaris Ta'mir Masjid Baiturrahman Perum POLRiw®k (2005-

2008)
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